PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASURUAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

a. bahwa dengan berlakunya Peratwearefntah Nomor 21 Tahun

2007, maka beberapa materi dalam Peraturan Daexbbpiéten
Pasuruan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukarokiet
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwak&kyat
Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah dddsaian
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 perlu dilakuka
perubahan.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaiesiel

huruf a, perlu membentuk dan menetapkan Peraturasral
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah HKedoup
Pasuruan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukarokret
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwak&kyat
Daerah Kabupaten Pasuruan.

. Undang — undang Nomor 12 Tahun li@H®ang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan PropiasvaJ
Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 9);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler

(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan &emb
Negara Nomor 3363);

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuaNggara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor743, Tambahan &emb
Negara Nomor 4286);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susuman d

Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahanbagan
Negara Nomor 4310);



5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberaiha
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha
Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara T20#h
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perabant
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@4 20
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perinarang
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalralbae
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 dMal26,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentamgeK@&ngan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daetaho@
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan &emb
Negara Nomor 3952);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentamgyd{g&an
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan &emb
Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah bebédalp
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Ta00;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentaignPan
Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara T&0o4
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perhe¥iataor 53
Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangeRdaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nod@y 1
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentanthiRaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambaharbasm
Negara Nomor 4593);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2@d6ang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerabh;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2@d6ang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;



16.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 T2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpidan
Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2004 Nomor 30, Tambahabdran
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 176) sebagaimdal te
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten PasumaiorNL3
Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten PasuruamTz00b
Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rasuru
Nomor 188).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupatmuan Nomor 15 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpdemn Anggota DPRD Kabupaten
Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan T20@#h Nomor 30, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 176) aemega telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 T&@@db (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 Nomor 25, Tambahmbdran Daerah Nomor 188)
diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 15 dan angka 16 Pasal 1 disisipkau& angka, yaitu angka 15 a dan
angka 15 b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

15.a Tunjangan Komunikasi Insentif adalah uang y@ibgrikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorongingkatan kinerja
Pimpinan dan Anggota DPRD.;

15.b Belanja Penunjang Operasional Pimpinan ad&laha yang disediakan bagi
Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatgerasional yang
berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebyutiain guna melancarkan
pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan pasal 1 angka 17 diubah, sehingga beirbahggai berikut :

17. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan y&®gliakan berupa pemberian
jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas &epadpinan dan Anggota
DPRD penyediaan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dafengkapannya,
kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, serta Rubia&s bagi Anggota
DPRD dan perlengkapan.



4.

Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebaghut :

. Uang Representasi;

. Tunjangan Keluarga;

. Tunjangan Beras;

. Uang Paket;

. Tunjangan Jabatan;
Tunjangan Panitia Musyawarah;

. Tunjangan Komisi;

. Tunjangan Panitia Anggaran;
Tunjangan Badan Kehormatan dan
Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.
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Diantara pasal 10 dan pasal 11 disisipkan 1 (gaashal, yaitu pasal 10 A berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 10 A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Jiadetpada Pimpinan dan
Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tngga Komunikasi itensif.

Ketentuan pasal 11 ayat 5 dihapus, sehingga padarbunyi sebagai berikut :

Pasal 11
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representa

(2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan GajkpBupati yang ditetapkan
Pemerintah;

(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 Japae puluh perseratus )
dari uang Representasi Ketua DPRD;

(4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (pyjluh lima perseratus) dari
uang Representasi Ketua DPRD.

Diantara pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 1 (etsal, yaitu pasal 11A yang berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 11A
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kelaiaan tunjangan beras;

(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaiciamzksud pada ayat (1),
besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pgdav&eNegeri Sipil.

Diantara pasal 14 dan pasal 15 disisipkan 2 (duagalp yaitu pasal 14 A,
pasal 14 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

(1) Tunjangan Komunikasi insentif sebagaimana dimakildm pasal 10 A diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempentigklaa kemampuan
Keuangan Daerah;

(2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksudapadél) terdiri atas 3
(tiga) kelompok yaitu :

a. Tinggi
b. Sedang;
c. Rendah.



(3) Bagi Daerah dengan kemampuan Keuangan Daerah Tse@ggaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Infebagi Pimpinan dan Anggota
DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang Rspntasi Ketua DPRD;

(4) Bagi Daerah dengan kemampuan Keuangan Daerah Sselaagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intebagi Pimpinan dan Anggota
DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang Repntasi Ketua DPRD;

(5) Bagi Daerah dengan kemampuan Keuangan Daerah Reabdlabaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢, Tunjangan Komunikasi Intebagi Pimpinan dan Anggota
DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang ieepntasi Ketua DPRD;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kepo@m Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur sesuaiuPan Perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 14 B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaldaldm pasal 14 A di bayarkan
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

8. Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagkut :
(1) Pajak penghasilan pasal 21 Pimpinan dan Anggota [DRfas penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dibebankarARRIA;
(2) Pajak penghasilan pasal 21 Pimpinan dan AnggotalDBRs penerimaan lain

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 A dibebangpadk yang bersangkutan
sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-umdding@lang Perpajakan.

9. Diantara pasal 21 dan pasal 22 Bagian Kedua disisii (satu) Bagian, yakni Bagian
Kedua. A dan Ketentuan pasal 22 Bagian Kedua dijubahingga berbunyi sebagai

berikut :

Bagian Kedua A
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah
Pasal 22
(1) dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal ®tidak dalam
menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan whhk@ sebesar 2 (dua) kali uang
Representasi;
(2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal Bulalam menjalankan
tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka selée@nam) kali uang
Representasi;

(3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ay@dr{lgyat (2), kepada ahli
waris diberikan bantuan pengurusan Jenazabh.

10. Ketentuan pasal 24 dan pasal 25 disisipkan 5 (lpaggpl baru, yakni pasal 24 A, pasal
24 B, pasal 24 C, pasal 24 D dan pasal 24 E, sgaibgrbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dudaklalam pasal 24, kepada
Pimpinan DPRD disediakan belanja penunjang operaki®impinan setiap bulan
dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daetadgamana dimaksud
dalam pasal 14 A ayat (2).



Pasal 24 B

(1) Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Tibgtanja penunjang
Operasional Pimpinan sebagai mana dimaksud dalaal P4 A, disediakan paling
banyak 6 (enam) kali uang Representasi Ketua DPR@mdbah 4 (empat) kali
jumlah uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;

(2) Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Sedalagja penunjang
Operasional Pimpinan sebagai mana dimaksud dalaal P4 A, disediakan paling
banyak 4 (empat) kali uang Representasi Ketua D&iR&mbah 2% (dua seperdua)
kali jumlah uang Representasi seluruh Wakil KettrRD;

(3) Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Rehdkmja penunjang
Operasional Pimpinan sebagai mana dimaksud dalaal p4 A, disediakan paling
banyak 2 (dua) kali uang Representasi Ketua DPRfardbah 1Y (satu seperdua)
kali jumlah uang Representasi seluruh Wakil Ket?RD;

Pasal 24 C

Belanja penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebeaya dimaksud dalam pasal 24
A disediakan terhitung mulai tanggal 1 bulan benka setelah Peraturan Daerah ini
diundangkan.

Pasal 24 D

Penggunaan belanja penunjang Operasional Pimpiehagaimana dimaksud dalam
pasal 24 A berdasarkan pertimbangan kebijakan RempDPRD dengan pemperhatikan
asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukeftandaran pelaksanaan tugas
Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperioaipadi.

Pasal 24 E

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaamabg@@nunjang Operasional
Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Aaisdstentuan Peraturan
Perundang-undangan.

11. Diantara ayat (3) dan ayat (4) pasal 25 disispkasatu) ayat, yakni ayat (3a) dan
ketentuan pasal 25 ayat (4) diubah, sehingga gadagrbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan AlmgD®RD yang terdiri atas
penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPH pdsdh@ tunjangan kesejahteraan
serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang di ftasikan ke dalam Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daer&®A (R SKPD) Sekretariat
DPRD;

(2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dinth&alam pasal 10, pasal
10 A, pasal 20, pasal 22 dan pasal 23 dianggar&i@mdpos DPRD;

(3) Tunjangan kesejahtraan Pimpinan dan Anggota DPRiagsemana dimaksud
dalam pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal PA ls&lanja penunjang kegiatan
DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayatdi)ggarkan dalam Pos
Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis halaaebagai berikut;

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Modal.



(3a) Belanja penunjang Operasioanal Pimpinan DP8fiagaimana dimaksud dalam
pasal 24 A, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;

(4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai aehkgtentuan peraturan
perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Keuanggarhl.

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldéingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymelamngan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kahupaseruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Padatanggal 5 April 2007

BUPATI PASURUAN,

ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM
Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 April 2007

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
Drs. H. MACHMUD RIEF

Pembina Utama Muda
NIP. 510 054 806

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2007 NOMOR 2



PENJEL ASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASURUAN

. UMUM

Bahwa dengan adanya perubahan ketetgedaadap pengaturan tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPBfMdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga agestuPan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuamyapinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daeraluip&en Pasuruan Nomor 15 Tahun
2004 sebagaimana telah diubah dengan PeraturaralD&&ymor 13 Tahun 2005 perlu
disesuaikan untuk lebih menjamin kepastian danrfdes® Hukum, memberikan rasa
keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yanigu.

Sehubungan dengan diterbitkannya Pematemerintah Nomor 21 Tahun 2007
sebagai pedoman yang mengatur mengenai hak Preto#ah Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Petaéri Kabupaten Pasuruan
memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan elayepuaikan terhadap kebuijakan
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undasggibgriaku.

Pengaturan kembali mengenai hak-hakoRobeér dan Keuangan Pimpinan danb
Anggota DPRD adalah guna menunjang kelancaran ,tdgagsi dan wewenang DPRD
melalui APBD yang berdasarkan asas efesiensi, ieftals transparansi dan
bertanggungjawab dengan tujuan agar DPRD dapat lelaimpu meningkatkan kinerja
sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetap&hrPampinan DPRD.

[I. PASAL DEMI PASAL :

Pasal |

Angka 1 . Cukup Jelas
Angka 2 . Cukup Jelas
Angka 3 Pasal 10 . Cukup Jelas
Angka 4 Pasal 10 A . Cukup Jelas
Angka 5 Pasal 11 . Cukup Jelas
Angka 6 Pasal 11 A . Cukup Jelas
Angka 7 Pasal 14 A . Cukup Jelas

Pasal 14 B . Cukup Jelas



Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 14 D
Angka 8 Pasal 15
Angka 9 Pasal 22

Angka 10 Pasal 24 A

Angka 10 Pasal 24 B
Angka 10 Pasal 24 C
Angka 10 Pasal 24 D
Angka 10 Pasal 24 E
Angka 11 Pasal 25

Pasal Il

Mempertimbangkan bebargals antara lain dikaitkan
dengan jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah
Kecamatan, Jumlah Desa / Kelurahan dan tingkatikasu
jangkauan pelayanan.

Kampuan keuangan Daerah antara lain dikaitkan
dengan ketersediaan keuangan Daerah setelah seluruh
pendapatan Daerah dianggarkan untuk mendanai urusan
wajib yang menjadi kewenagan Pemerintah Daerah dan
kewajiban-kewajiban lannya yang mengikat sesuagaen
ketentuan  Peraturan  perundang-undangan  seperti
pembayaran cicilan dan pokok utang pinjaman Dadgah
atau pelunasan kuwajiban Pemerintah Daerah kephdka p
ketiga.

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Uang duka wafat dantuazean pengurusan Jenazah

.dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahliswar

pada saat Pimpinan atau Anggota DPRD meninggaleDuni

Yang dimaksud dengan yhsediakan adalah Penyediaan
Anggaran dalam pos Sekretariat DPRD yang hanyatdapa
digunakan apabila  diperlukan  untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dak tid
untuk keperluan pribadi.

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 201



